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BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/185 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025-2029

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
2025-2029 secara komprehensif, berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis dan substansi sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
perlu menunjuk Tenaga Ahli;

b. bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 53);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2024 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-
2029 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas :

a. bersama dengan tim menganalisa dan mengkaji data dan
informasi pembangunan daerah;

b. menyusun dokumen rancangan akhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2025-2029;

c. menyempurnakan dokumen  Teknokratik  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2025-2029;

d. bertanggung jawab penuh terhadap penyusunan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2029; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Jayapura.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada
Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
Gubernur Provinsi Papua;
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
Inspektur Kabupaten Jayapura;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jayapura;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/185 TAHUN 2025
TANGGAL 7 MEI 2025

NAMA-NAMA TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025-2029

NO NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
1 2 3 4
. TENAGA AHLI PERENCANAAN
1 | RICO ARYA RADETSYA, SE., M.Si KETUA PEMBANGUNAN
TENAGA AHLI PERENCANA
2 | ELISA CHRISTIAN TRI PIDEGSO, ST ANGGOTA WILAYAH KOTA
TENAGA AHLI KEUANGAN
3 | INDAH KARTIKA PRATIWI ANGGOTA DAERAH
4 | NABILA RAMDANI, S.AP ANGGOTA TENAGA AHLI ADMINISTRASI
PUBLIK
TENAGA AHLI PENGENDALIAN
5 | ACHMAD SAFNA AL-AZRA, S.AP ANGGOTA DAN EVALUASI
6 | VIDYADHARI PRASTITA LARASATI, S.AP ANGGOTA ASISTEN TENAGA AHLI
7 | EKA RESMI HARTATI, S.Akun ANGGOTA ASISTEN TENAGA AHLI
8 | FATIH RIZQY HAKIM, ST ANGGOTA OPERATOR
9 | AYU SAGITA ARDANARESWARI, S.Tr.T ANGGOTA OPERATOR

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME,
PENATA TK.I

SH

NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA







